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BAB I
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka

penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Polisi terhadap

anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kota Tasikmalaya

yaitu :

a) Memberikan rehabilitasi.

b) Memberikan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media
massa untuk menghindari labelisasi.

¢) Melindungi korban di dalam rumah SHELTER (rumah aman) Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kota Tasikmalaya untuk di bina, serta membantu anak tersebut keluar

dari permasalahan yang dialaminya.

. Upaya Polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang

menjadi korban tindak pidana pencabulan di Kota Tasikmalaya yaitu
melalui upaya preventive dan represive.
a) Upaya Preventive yang mencakup :
Memberikan Penyuluhan Hukum atau Sosialisasi  Hukum,
melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah, pemerintah daerah dan

LSM-LSM, melakukan Patroli (operasi-operasi terpadu), serta
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melakukan razia terhadap pengedar VCD porno dan tempat-tempat
penyewaan VCD porno.
b) Upaya Represive yang mencakup :
Melindungi korban di ruang Perlindungan Perempuan dan Anak
Polresta Tasikmalaya, serta melakukan penangkapan, penyelidikan

dan penyidikan kepada pelaku.

Saran

Mendasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala
keterbatasan dan dengan segala kerendahan hati, di akhir penulisan hukum /
skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi
lembaga kepolisian pada khususnya, orang tua, serta masyarakat pada
umumnya. Saran yang dapat penulis sampaikan ialah sebagai berikut :

1. Masyarakat harus berperan serta secara aktif dalam pencegahan kasus-
kasus kejahatan termasuk pencabulan terhadap anak. Hal ini dapat
dilakukan dengan cara segera melaporkan kepada pihak yang berwajib
apabila mengetahui, melihat dan mendengar terjadinya tindak pidana
pencabulan atau kejahatan lainnya terhadap anak.

2. Kepada orang tua harus lebih hati-hati dalam menjaga anak perempuannya
dengan selalu mengontrol kegiatan anak-anaknya diluar rumah agar tidak
menjadi korban dari tindak pidana pencabulan.

3. Kepolisian Kota Tasikmalaya harus lebih meningkatkan kerjasama dengan

pihak-pihak yang memiliki kepentingan akan terjadinya tindak pidana
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pencabulan terhadap anak, seperti: masyarakat, sekolah-sekolah,
pemerintah daerah, dan LSM-LSM yang mengkhususkan perhatiannya
pada anak, agar dapat mengungkap serta meminimalisasikan tindak

pidana pencabulan yang seringkali terjadi kepada anak.
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